
BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSI BENOKULU 

PERATURAN BUPAn BENGKUW UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN KEDUA AT.AS PERATURAN BUPATI BENGKUW UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTAHO .PENOELOI..AAM KEO.ANO.AN DESA DALAM 

KABUPATEN BENOKULU UTARA 

Menirnbang 

~ 

DENGANRAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

· bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengelohlan 
Keuangan Des.a., perlu menetapkan Pera.turan Bupati 
Seflgkulu Utara tentang Penlbahan Kedua Mas Peraturan 
Bupati BengkU:lu Uta.fa Nomor 6 T8hun 2019 tentattg 
Pengelolaan Keuangan Desa Dalarn Kabupaten Bengkulu 
Utar.a; 

~ l ~ Undang-Un.dani Nomor 28 Tahun 1959 ten.tang 
Penetapan UndangwUndang Darurat Norn.or 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55}, 
Undang-Undang Da.mrat: Nomor 5 Tahun 1956 
(Lem.baran Negara Tahun 1956 Nomor 56l dan Undang 
Undang Darur.at Nomor 6 Tahun 1956 (Lem.ha.ran Negara 
Tahun 1956 Nomor 57} tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kotapraja_, d.alam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang­
Undang ti.embanm Negara Republik lndoneeia Tahun 
1959 Nomor 73 Tambaha.n Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 1821}; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahaman Negara (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon~.sia. Nomor 4355); 

3. Und.ang-Undang Nom.or 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Hornor 4438}; 

4, Unda.ng-Und_ang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Nepm ~blik Indonesia. Tahun 2014 
N,omor 7, Tambahan Lembaran Negara Republic 



Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
65 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1221); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 



Menetapkan 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri -Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 
5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkillu Uta.ta Ta.hurt 201s Nomor 
2); 

21 . Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Oaerah kabupaten l:Jengkulu Utara 
Nomor 2); 

22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, 
Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan 
Oinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa kabupaten 
Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 53); 

23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Utara 



(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 23) 
sebagaimana telah diubah sebagai berikut: 

l. Oi antara ayat (l) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan l (satu) ayat yakni ayat 
(la), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 
( 1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, 

dianggarkan untuk kegiatan: 
a . penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; 
b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa; 
c . penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa; 

dan 
d . penyediaan tunjangan BPD. 

(la) Usulan pencairan 1:3e1anja pegawai Alokasi Oana Oesa sebagaimana 
diroaksud pada ayat ( 1) dari RKUD ke RKD dapat dilakukan secara 
elektronik. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kemampuan APB Desa. 

(5) K~tenturu1 m~figeruil taut eru-a p~mtlerirui p~fiy~airurn Jru:niflm sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diatur lebih Ian jut dalam 
Peraturan Bupati Bengkulu Utara. 

2 . Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 43 
(1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat desa terkait 

dalam pelaksanaan evaluasi. 
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn 

surat hasil evaluasi Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa 
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
Rancangan Peraturan Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD 
rnelakukan penyernpumaan paling lama 20 (dua puluh) kerja terhitung 
sejak diterirnanya hasil evaluasi. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya Kepala Desa 
menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Camat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk divalidasi pengesahan 
Rancangan Peraturan Desa. 

3 . Pasal 44 dihapus. 



4. Pasal 45 dihapus. 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 46 
(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) 

tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 
Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat 
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa 
dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada 
Bupati. 

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya 
Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu 
tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Desa tentang . APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan 
Camat. 

6. Ketentuan Pasal 87 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 87 
( 1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya 

ditetapkan dalam APBDesa induk berdasarkan RKPDesa induk dengan 
besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa 
Persia pan. 

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Peraturan Bupati tentang alokasi dana transfer yang 
menjadi anggaran pendapatan dana transfer dalam APBDesa belum 
ditetapkan, maka Desa dapat menetapkan anggaran dana transfer 
dalam APBDesa berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi dana 
transfer dalam Surat Edaran Bupati. 

7 . Ketentuan angka 1.8 Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

8 . Ketentuan angka 2 .10 Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



9. Ketentuan angka 3.13 Lampiran III diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum daJam Lamp.mm Ill yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan da.ri Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunrtangan Peraturan 
Bupati ini de:ngan penempat.annya dalam Ben'ta Daerah Kabupaten Bengkuru 
Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 13 Maret 2023 

BUPATI BENOKUW UTARA1 

ttd 

MIAN 

~ di Arp Makmur 
pad.a tangga1. 13 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

FITRIYANSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKUW UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9 

8altnan Sesttal Deng.an Asllnya. 
KEPALA BAOIAN HUKUM 

Seulakaa c-
IRSALIYAH ~a M.H 

Pembina (IV/ a) 
NIP. l981072&2002l22002 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2023 
TENT.ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM 
KABUPATEN BENOKULU UTARA. 

C0NTOH 1.8 : FORMAT KODE REKENING 

1.8.1 DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN 

Kod&Rekenino BlDANG, SUBBtOANG, DAN KEG1A.TAN 

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERlNTAHAN DESA 

BidangPen)'elengga,aan~O&sa-benst sub~dan kegiatan yang 
~~~~e~~pefftefintahart0eeayang 
mencakl4): 

1 1 &lb Sidang Penyelenggaraan Seienja I . 
. ~an Tetep. Tu,jangan dan 

Operasional Pernerintahan Oe.a (Maksimal 30 94 untuk:kegiatan 1-7) 

1 1 01 PerJ)'!f!diaan Pa91i8sBra1 Tetap dan Tu1jangan tcepata.Desa 
1 1 02 Penyediaan Pengtlasitan Tetap dan Tunjangan Parangkat Oesa 
1 1 oa Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepata Desa dan Petangkat Oesa 

1 f 04 ~ ~-,~:.18an()pera$iona!, ,..,,,..,,., . .._. ~!ATI< ._.,,,. ... .,.,...., 'urn.r-1\rNJdanPPKD, 
pe,langkapan parkantoran, .pakaian dinaslatribut, listrikltelpon, dJI) 

1 1 05 ~ TmjanganBPO 

1 1 00 Penyediaan Operasronal· BPO (Rapat-rapat (Ail<. makan-minum), perteng.kapan 
~ Nailn ~ ~dine$, filtriMelpon, dll) 

1 1 07 Penyecfiaan tnsentlf/Operasional RTIRW 
1 1 08 Operasional Pemerintah Oesa Bersumber Dana Oesa 

1 1 90-99- lain-lain Sub Bidang P~ Belan!a Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
~ Pemerintllheft De:M 

- - - -

1 2 Sub Sic.fang Penyediaan Sarana dan Prasarana. Pemerintahan Oesa 
1 2 01 Penyediaan ·Arana {atet tefap} ~ 
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasar-ana Kantor Desa 
1 2 '0a ~~~a~Dmt-
1 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bldang sarans dan prasarana pemerintahan Dess* 

1 3 SUb8idan9 Penge1olaanAdministrasiKependudukan, PencatatanSipil, Statistik-dan 
Kearsipan 

1 3 01 ~ admitlifmaettJmUm den~(~~ KTP, 
Akta Kelaturan, Kartu Keluarga. dtl) 

1 3 02 Panyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profit Oesa (pr.ofil kependudukan dan potensi 
desa)-

1 3 03 Pengetolean administrasi den kearsipan pemerintehan desa 

1· a 04 ~den ~Masyar-.t teffl8flQ'Kependudukan<Jan Petic.atatan 
Sipil 

1 3 05 Pemetaan dan Ana1isis Kemiskinan Desa. secara Partisipatif 
1 3 90-99 tail1-tajn kegultan sub bldan(J administrast!<ependUdUkan, peneatatan. sipil,. stafiStik. 

dao kearsipan• 



1 4 Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Petaooran 

1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, 
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 

1 4 02 Penyetenggaraan Musyawarah Desa tainnya (musdus, rembug warga, dll., yang 
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 

1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, 

dan seluruh dokumen terkait) 

1 4 05 Pengetolaan/Administrasi/lnventarisasi/Penilaian Aset Desa 

1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana 
Pembangunan/Keuangan) 

1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan 
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun 
anggaran, informasi kepada masyarakat) 

1 4 08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa 

1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 
(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dllr 

1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan 
Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam 
mengikuti Lomba Desa 

1 4 90 Pemilihan Perangkat Desa 

1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan 
petaporan* 

1 5 Sub Bidang Pertanahan 

1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 
1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda 

Pertanahan) 

1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 

1 5 05 Penyuluhan Pertanahan 
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa -
1 5 90-99 Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam 
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan 
tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan 
pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. 

2 1 Sub Bidang Pendidikan 
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 

(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasionat, dst) 

1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desai Sanggar 

Belajar Milik Desa -

2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa** 

2 1 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 
Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 



2 1 07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saran a Prasarana Perpustakaan/T aman 
Bacaan Desai Sanggar Belajar Milik Desa** 

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor 
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 

2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 
2 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* 

2 2 Sub Bidang Kesehatan 
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; 

Tambahan lnsentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat 
I\ I Ill . h::mi l<Al10,::arn<> Ui.,l,in rl!:.n 

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas lbu Hamil, Kelas Lansia, 
lnsentif Kader Posyandu) 

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, 
Kader Kesehatan, dll) 

2 2 04 Penyefenggaraan Desa Siaga Kesehatan 

2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 

2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 
2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 

~ 11/Polin •--·""'ii<n -
2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* 

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 
2 3 02 Pemefiharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 
2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, 

Drainase, Prasarana Jalan lain) 

2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Bafai Kemasyarakatan 

2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik 
2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 
2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 
2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 
2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani** 
2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 
2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, 
2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** 
2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah 
2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wifayah dan Sosiaf Desa ** 
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 
2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Oesa -
2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Oesa ** 
2 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang* 

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air 
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 
2 4 05 Pemefiharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., difuar 
2 4 06 Pemefiharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dfl 
2 4 07 Pemefiharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, 
2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 



2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 
2 4 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pennukiman (Gorong-gorong, 
2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll -
2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 
2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, 
2 4 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bennain Anak Milik Desa** 
2 4 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* 

2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 
2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 
2 5 03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

2 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* 

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnfonnatika 
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 
2 6 02 Penyelenggaraan lnfonnasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho lnformasi 
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan lnfonnasi Lokal 
2 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika* 

2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Altematif tingkat Desa 
2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Altematif 
2 7 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* 

2 8 Sub Bidang Pariwisata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 
2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik 
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 
2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk 

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 
3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, 
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 
3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat 
3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanaaap Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 
3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan 
3 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di 
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan 
3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik 
3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
3 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat 
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan 
3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 
3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 
3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan 



3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 
3 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* 

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 
3 4 03 Pembinaan PKK 
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 
3 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang 

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 
4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 
4 1 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik 
4 1 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik 
4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 
4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan 
4 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan* 

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, 
4 2 02 Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dan pengolahan petemakan, 
4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 
4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier/Sederhana 
4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petemakan * 
4 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Petemakan* 

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 
4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 
4 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa 

4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 
4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 
4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 
4 4 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* 

4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUO/ UMKM 
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-
4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* 

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awai BUM Desa) 
4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 
4 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal* 

4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 
4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa ** 
4 7 03 Pengembangan lndustri kecil level Desa 
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi 
4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* 

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 



Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan 
5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 1 00 Penanggulangan Bencana 
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
5 3 00 Keadaan Mendesak 

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten) 

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : 
pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan) 

1.8.2 DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 

Kode Rekenina Uraian 

a b C d 
4 PENDAPATAN 
4 1 Pendapatan Asli Desa 
4 1 1 Hasil Usaha 
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 
4 1 1 90-99 Lain-lain 

4 1 2 Hasil Aset 
4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 
4 1 2 02 Tambatan Perahu 
4 1 2 03 Pasar Desa 
4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum 
4 1 2 05 Jaringan lrigasi Desa 
4 1 2 06 Pelelangan lkan Milik Desa 
4 1 2 07 Kios Milik Desa 
4 1 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa 
4 1 2 90-99 Lain-lain 

4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong rovong 
4 1 3 90-99 Lain-lain Swadava, Partisipasi dan Gotong Royong 
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 
4 1 4 90-99 Lain-lain 
4 2 Transfer 
4 2 1 Dana Desa 
4 2 1 01 Dana Desa 
4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 
4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 
4 2 3 Alokasi Dana Desa 
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 
4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 
4 3 Pendapatan Lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 
4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 
4 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 
4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 



4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan vana berlokasi di Desa 

4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 

4 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiaa 

4 3 4 01 Hibah dan sumbanaan dari Pihak Ketiga 

4 3 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran be~alan 

4 3 5 01 Pengembalian Belanja Tahun-tahun sebelumnya 

4 3 6 Sunga Bank 

4 3 6 01 Sunga Bank 

4 3 9 Lain-lain pendaoatan Desa vana sah 

4 3 9 90-99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 

5 BELANJA 
5 1 Belanja Pegawai 

5 1 1 Penahasilan Tetao dan Tunianaan Kepala Desa 

5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 

5 1 1 02 Tunjangan Kepafa Desa 

5 1 1 90-99 Penerimaan Lain Keoala Desa yana Sah 

5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunianaan Perangkat Desa 

5 1 2 01 Penghasilan Tetao Peranakat Desa 

5 1 2 02 Tunianaan Peranakat Desa 

5 1 2 90-99 Penerimaan Lain Peranakat Desa yang Sah 

5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat 0esa 

5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Keoala Desa 

5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Peranakat Desa 

5 1 3 03 Jaminan Ketenagakeriaan Kepala Desa 

5 1 3 04 Jaminan Ketenaaakeriaan Peranakat Desa 

5 1 4 Tunjangan BPD 

5 1 4 01 Tunianaan Kedudukan BPD 

5 1 4 02 Tunjangan Kineria BPD 

5 2 Belanja Barang dan Jasa 

5 2 1 Belania Barana PerlenakaPan 

5 2 1 01 Belanja Perlenakapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 

5 2 1 02 Belanja Perlenakapan Alat-alat Listrik 

5 2 1 03 Belania Perlenakapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan 

5 2 1 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lsi Ulana Tabuna Pemadam Kebakaran 

5 2 1 05 Belanja Perlenakapan Cetak/Penaaandaan - Belanja Barang Cetak dan 

5 2 1 06 Belanja Perlenakaoan Barana Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barana 

5 2 1 07 Belanja Bahan/Material 

5 2 1 08 Belania Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 

5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/Seraaam/Atribut 

5 2 1 10 Belanja Obat-obatan 

5 2 1 11 Belanja Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan 

5 2 1 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 

5 2 1 90-99 Belanja Barana Perlenakapan Lainnya 

5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 
5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium nm yang Melaksanakan Kegiatan ( 

5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tuaas Umum Desa/Operator 

5 2 2 03 Belanja Jasa Honorariurn/lnsentif Pelayanan Desa 

5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 

5 2 2 05 Belania Jasa Honorarium Petuaas 

5 2 2 90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 

5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 
5 2 3 01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Kabuoaten/Kota 

5 2 3 02 Belanja Perialanan Dinas Luar Kabuoaten/Kota 
5 2 3 03 Belania Kursus/Pelatihan 
5 2 4 Belania Jasa Sewa 
5 2 4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Geduna/Ruang 
5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlenakapan 



5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 

5 2 4 90-99 Belania Jasa Sewa Lainnya 

5 2 5 Belanja Ooerasional Perkantoran 
5 2 5 01 Belanja Jasa Lanaaanan Listrik 
5 2 5 02 Belanja Jasa Lanaaanan Air Bersih 
5 2 5 03 Belanja Jasa Lanaaanan Maialah/Surat Kabar 
5 2 5 04 Belania Jasa Lanaaanan Teleoon 
5 2 5 05 Belanja Jasa Lanaaanan Internet 
5 2 5 06 Belania Jasa Kurir/Pos/Giro 
5 2 5 07 Belanja Jasa Peroanianaan liin/Paiak 
5 2 5 90 Belanja Jasa Publikasi 
5 2 5 90-99 Belania Ooerasional Perkantoran Lainnva 
5 2 6 Belania Pemeliharaan 
5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 
5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
5 2 6 03 Belania Pemeliharaan Peralatan 
5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Banaunan 
5 2 6 05 Belania Pemeliharaan Jalan 
5 2 6 06 Belania Pemeliharaan Jembatan 
5 2 6 07 Belanja Pemeliharaan lrigasi/Saluran Sunaai/Embuna/Air Bersih, iarinaan Air 
5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan lnstalasi (Listrik, Teleoon, Internet, 
5 2 6 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya 
5 2 7 Belania Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 
5 2 7 01 Belania Bahan Perlengkapan vana Diserahkan ke masvarakat 
5 2 7 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke 
5 2 7 03 Belania Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat 
5 2 7 04 Belanja Dalam Bentuk Barana Untuk Beasiswa Berorestasi/Masvarakat Miskin 
5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/lkan 
5 2 7 90-99 

5 3 Belania Modal 
5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 
5 3 1 01 Belania Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 
5 3 1 02 Belania Modal Pembavaran Honorarium Tim Tanah 
5 3 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 
5 3 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 
5 3 1 05 Belania Modal Perialanan Penaadaan Tanah 
5 3 1 90-99 Belania Modal Penaadaan Tanah Lainnva 
5 3 2 Belania Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 
5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 2 02 Belania Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 
5 3 2 03 Belania Modal Peralatan Komouter 
5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 
5 3 2 05 Belania Modal Peralatan Daour 
5 3 2 06 Belania Modal Peralatan Alat Ukur 
5 3 2 07 Belania Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 
5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 
5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 
5 3 2 10 Belania Modal Mesin 
5 3 2 11 Belania Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 
5 3 2 90-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnva 
5 3 3 Belania Modal Kendaraan 
5 3 3 01 Belania Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 
5 3 3 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor 
5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 
5 3 3 05 Belania Modal Anakutan Air Tidak Bermotor 
5 3 3 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 
5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 



5 3 4 01 Betania Modal Honor Trm yang Metaksanakan Kegiatan 
5 3 ,4 02 Betania Modal UDeh T-enaaa Kena 
5 3 4 oa Setania Modal Bahai1 Baku 
5 3 4 04 - - . 

Mocfat. s... PM'atatan 
5 3 5 - Modal JalanlPraaa"ana Jafan 
5 3 5 01 Betanta Modst Honor rim yang Metaksanakan K'8afatan 
5 3 5 02 - .. Modal Ullah Tenaga Keria 
5 '3 5 03 Befanla Medal Bahan Baku' 

04 - - ,_. ·- -MO<Sat se. ~ - -· -- -- . -- . 

5 3 5 , 3 e - -.ModatJemt:Jatan ·-
5 3 6 01 ::....:..., .::. ·Modal Honor T.un yang Metaksanakan Keoiatan 
5 3 6 02 Belania Modal Upah Tenaaa Keria 
5 3 6 03 - . . 

. Modal Bahan Baku 
5 3 6 04 Belania Modal Sewa P&ralatan 

- . . .. ' - ·- .. - L 5 3 7 ·lllti:d8l ...... ·•Nf F - . . , .. .. -·- , '9'1'11:" - ·· 

.,_,. 
5 3 7 01 Belania Modal Honor Tttn yang Metaksanakan Keaiatan 
5 3 7 02 ~.;,.. Modal Upah Tenaga Kerja 
5 3 7 03 =-=-.:.. Modal Bahan Baku 
5 3 7 04 BelaoJa Modat Sewa Peraratan 
5 3 8 .. . Modal. -
5 3 8 01 86fania MOdaf Menor Tutt yanQ ~ :· " 
5 3 8 02 8eJania Modal Uoah Tenaga Keria 
5 3 8 03 ..... 

ModalBahar'lBaku 
5 3 a 04 - . . 

Modal Sewa Perala&aR 
5 3 9' ::__.;..Modal --
5 3 t 01 - Modllt•~P~4'an.P~· ~ 

5 3 9 02 &elarria Modal khusus otahraaa 
5 3 9 03 Belania Modal khusus Kesenian/~..h., ""-•aan/keaaamaan 
5 3 9 

: 
04 --• Modal T~anaman 

5 3 9 05 B&lanta Medal ttewan 
5 3 G .90-GG 

.... - Modal' -
·- "'-

5 4 
. r Tak Tl 

, 

5 4 f Befania Tak Terouga 
5 4 1 01 - Tak T: ........ ·--
6 PeM&iAVAAff 
6 1 Penerimaan Pemt>iataan 
6 1 1 $IPA Tahu,) .... ;t. ' & 

$fLPA Tahun -Sebetumnva --- - -
6 1 1 01 
6 1 2 - P~i~Jm Qa!'la C~angan __ _ _ .. . - - ~ ··- - - ---

6 1 2 01 P-encairan Dana C 
s 1 3 Hasil PAniua1an Kekavaan Dess vana Di ·· .. 
6 1 3 01 Hasit- . . .... .. Desayang.-~· . •-. 

-~ -·· - -
- - . -

6 1 9 P-enerimaan P 
_ ...... 

I t.amva 
6 1 9 90-99 Penei imaan ;- - ,lai.nnva 
6 2 - - -. ... _ ... - ·c • 

6 2 1 Pernbantufam Dana Cadanaan 
6 2 1 01 -Pembentukan oana ~ 
e 2 2 ;-· ... ,._, __ ,, llttodat- Desa 

6 2 2 01 Penr;..-uun, Modal Cesa 
6 2 9 PenQeluaran Pembiayaan ~~~~ 
6 2 :9 90--99 p.,....,.,,.,._.__,P. ~ ·-- --

BUPATI BENOKULU U~ 

ttd 

Salinan Sesuai Dengan Asli:nya 
KEPALA BAGIAN HlJKVM 

Setdakab. ~kulu Utara 

!RllALO'.AH~, M .H 
Pembina (IV / a) 

NlP. lQR.1072~20021 22002 

MIAN 

-



LAMPIRANll 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2023 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURANBUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 6 TAHUN .l019 TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
DALAM KABUPATEN BENOKULU UTARA. 

CONTOH 2 .10 : SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENERIMA DAN 
MELAKSANAKAN KEOlATAN 

PEMERINTAH KABUPA1EN BENOKUW UTARA 

KECAMATAN •• "."""""························· 
DESA ........................... ....... ............ . 

SURAT PERNYATAAN 
KESIAPAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENERIMA, 

MELAK§"NAKAN DAN MEMPERT.ANGGUNQJAWABKt\N KEGIATAN..+r:t• (giisi ses1w $Umber 
~ 

Nomor: 

Yang bertanda tan,:an di bawal1 ini: 
Nama. :. 

Jaootan Kepela Desa 

Alamat JL ... 

Dalatu bal lni bettiAdakafM.uama Desa m ~ . H• ~ Bffl8kulu Utam, 

c::lentpn ini menyatakan beh.\\la ! 

1. Iflnerintah Dcsa •. , re1ab siap untuk menerima dan mddcsanakan Rgiatan ~ 

tertem da1am Rename. il\.nggemnBiaye bgietan-Jcegjetao bersumber _ (diisi ses,,ai sumber 

danaJ. TahunAngganui 20 ... 

2. Kami siap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan, mile fisik maupun non fisik 

dan l.reuanpi SiDlp&i def:wm selemi ~ dengan yang ada detam APBDesa yang 

dituangkan dakmt AetltaM ~ ran Biaya kegietan:-kegi&ian bersumber .. {dist sest.lO:i 

sumber c1ana) Tahun 20 ... 

3. Kami$iapmenyampaikanLapomn PenanggungJawaban.'81\J) ~inaan ... (diisisesuai 

SUfflbef- dana) tepa.t waktU, &m {q)(lbila. kami tidtdc mettyQmpAikan Lapo:ran. 

~ {SN} ~ - fdisi sesuai sumher darq tidak rep&t waktu, 

maka kami bersedia mencrima. sanksi berupa. penundasnpencainm dana Triwulan/Tuhap 

~a. 

4. Kami bertanggung jawab penuh atas .kl:-bena.tan Subtansi data dan dokumen yang 

d:iwmpaikan $C1'ia membebaskav DPMD Kabupaten Bengkuiu Utara dari tanggung 

jawab akibat ketidak benaran da.1:a dan dolrumen yang disampaikan 



•. 

Demikian Surat Pemyataan ini dlouat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab~ Bntgknlu Utara 

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H 
Pembina (IV /a) 

NIP. 198107282002122002 

·--~---~ --· 2(}_ 
Yang Meuyatakan 

KcpeJaOesa. •.. , 
Matl:tai.Rp.10.000 

BUPATI BENOKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 



.. 

LAMPIRANlll 
PERATURAN BUPATI BENOKULU UTARA 
NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG PEROBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BENOKULU UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA. 

CONTOH 3.13: SURAT PESANAN 

~KABl.PA11:N8ENGKUWUTARA 
KECAMATAN ..................................... . 
OE':SA .,._._-,:a ... _ • .,,.."!'_. .... ,..,J;•,"·"-··· "'·•>-.• .•~ .•, , .•::-.•>:O~ ... ...,. ... , . _. ,. 

Jl ... ·~,_ ... . ,.,_. ,.,, ... .No.., .,,,. Kod,e.. Poa. .,.., ., .. ., .. , ...... .,,, ... ___ ,,., 

SURATPESANAN 

Yang bertanda ~ di bawah ini 
Nomor : /SP/ ...• (1}/20xx 

1 Nama 
Js.batan : 
Alamat 
SetaAju&nya disebut sebagai Ketua TPK 

2 Nama · 
Jabatan 
Alamat 
Setanjutnya disebut sebagai Penyedia 

Untuk mengirimkan barang dengan memperhablqm ketenfuan • ketentuan sebagai ben"kut : 
1 

R1newtOn_,....,.. 

NO NAMABARANG 

Jumlah Setelah Paiak 
PPN 
Jum1ah sebetum Paiak 

2 Tanggal barang_ diterima paling: 
lambal tanggal 

3 

4 
Jenis Betanja 

Uraian rincian Jenis Belanja 
6 

HARGA TOTAL 
VOLUME SATUAN SATIJAN HARGA 

(Rp} (Rp) 

Bidang .... ., ...... ' .. Kegjatan ......... ' ............. . 

• Pembayamn ak.an dibafalkan apabila bar.ang tetsebuttidat sesuai dengan pesanan {.omer) 
7 Pembayaran dtlakuk.an setelah t>arang diterima dengan jJJmtah yang cukup dan dalam 
. ~ff.da.en ... 
8 Pesanar, I Order alcan batal bila pada tanggal yang ditentukaA melewati betas waktu yang 

diterltuXan. 
Alamat penguiman batarag pada Kantor Oesa.. ...... _ ... 

........................... , ................ 20JOC 



PenerimaPesaRaR 

takolprshnldlL _______ . 

ceptokolprshnldll_ .. 

Pmpinan 

Salinan Sesuai Dengan Aslin.ya 
KEPALA BAGIAN HUKIJM 

Setdakab. Bengkulu Utara 

IRSALIYAHYURDA. S.H, M.H 
Pembina (IV/ a} 

NIP. 19810728200.2122002 

Unt.uk. dan a&as nama 
Kefua 

TunP~Kegiatan 

BUPATI BENGKUW UTARA, 

ttd 

MIAN 


